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Lembar  Pengesahan

Pada hari ini 01 Desember 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama        : Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi, M.Si

Jabatan     : Kepala SKIPM Pangkalpinang 

MENGESAHKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK sebagai acuan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakt di bidang Perkarantinaan Ikan dan Mutu

Pangkalpinang, 01 Desember 2021
Yang Mengesahkan,

Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi, M.Si
NIP. 197805252000031002
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PENGANTAR
Pelayanan publik menjadi wacana menarik dewasa ini .  Yang dibicarakan
berkisar dari  meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak,  semakin
beragamnya produk pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara negara
hingga derasnya arus pengawasan terhadap proses penyelenggaran
pelayanan publik.  Tak pelak lagi ,  ini lah salah satu perkembangan luar biasa
dalam dinamika pembangunan Republik Indonesia.
Dari  sudut pandang penyelenggara pelayanan publik,  ada keinginan
memperkaya ragam pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan
masyarakat,  pun tak lupa senantiasa dit ingkatkan kualitasnya.  Berbagai
upaya penyederhanaan prosedur,  pemangkasan waktu pelayanan dan
peningkatan efisiensi  biaya pelayanan terus-menerus disempurnakan oleh
setiap unit  penyelenggara.  Peningkatan semangat melayani masyarakat juga
dibarengi dengan makin terbukanya pola pikir  para penyelenggara dalam
pelibatan masyarakat guna merumuskan perbaikan proses pelayanan.
Keterbukaan ini  masih ditambah dengan kesediaan menerima dan mengelola
keluhan masyarakat yang merupakan umpan balik penyempurnaan proses
pelayanan publik.
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BKIPM Pangkalpinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Badan
Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan, juga memberikan
pelayanan publik, senantiasa dituntut berperan serta dalam perbaikan kualitas
pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jenis pelayanan publik yang
diberikan oleh BKIPM Pangkalpinang adalah pelayanan jasa karantina ikan dalam
rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dan
pengujian mutu hasil perikanan dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan
hasil perikanan. Kegiatan pelayanan ini diselenggarakan oleh BKIPM
Pangkalpinang yang sebagai unit pelaksanan teknis di lingkup Stasiun KIPM.
Sebagai wujud komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja
pelayanan di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan, BKIPM Pangkalpinang memandang perlu menyusun, menetapkan,
meriviu dan mengimplementasikan suatu Standar Pelayanan Publik Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang merupakan satu
“tools” penting untuk membenahi proses kinerja internal. Diharapkan dengan
ditetapkannya Pedoman standar pelayanan ini, kegiatan pelayanan publik yang
diberikan kepada masyarakat dapat lebih fokus, terukur, efektif, efisien,
berkualitas, memuaskan dan transparan serta akuntabel dalam rangka
mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Sebuah unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar
pelayanan. Standar ini merupakan tolok ukur penyelenggaraan pelayanan bagi
pelaksana dan pengguna layanan. Komponen ini, kemudian bisa menjadi acuan
untuk mengukur efektivitas pelayanan dan menakar kepuasan pengguna layanan
saat mengakses layanan di unit pelayanan publik.

Tingkat kepuasan pengguna layanan itulah yang kemudian dijadikan bahan
masukan untuk terus membenahi penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih
apik. Perbaikan pelayanan harus selalu dilakukan seiring perkembangan
kebutuhan pengguna layanan dan kemajuan pengetahuan, informasi dan
komunikasi. Dengan begitu, kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dapat
berjalan dinamis dan terus menunjukkan kualitasnya yang baik.

Oleh karena itu, pengetahuan mengenai standar pelayanan menjadi penting.
Melalui pemahaman tersebut, pelaksana dan pengguna layanan bisa mengetahui
hak dan kewajiban atas pelayanan yang diberikan dan diterima. Melalui
kesepahaman itu, peningkatan kualitas pelayanan publik terbuka lebar sehingga
kesejahteraan umum, yang menjadi cita-cita bangsa, dapat dengan mudah
dicapai.
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PENDAHULUAN



PELAYANAN
Standar

Publik

PERSYARATAN

Penyelenggaraan pelayanan publ ik  t idak b isa  d i lepaskan dar i  standar
pelayanannya.  Standar  in i lah  yang kemudian menjadi  to lok  ukur
pelayanan yang berfungsi  sebagai  pedoman penyelenggaraan pelayanan
publ ik .  Pedoman in i  akan berfungsi  sebagai  acuan pelaksana dan
pengguna pelayanan dalam memenuhi  dan memperoleh hak serta
kebutuhan dasarnya .

Standar  pelayanan juga diper lukan dalam upaya meni la i  e fekt iv i tas
pelayanan dan mengukur  kepuasan masyarakat  saat  mengakses
pelayanan yang dise lenggarakan penyelenggara .  Peni la ian i tu ,
kemudian,  b isa  d i jadikan landasan untuk memperbaik i  kual i tas
pelayanan agar  penyelenggaraannya semakin berkual i tas ,  mudah,  cepat ,
ter jangkau dan terukur .

Ada beberapa komponen yang terkandung dalam standar  pelayanan.
Aneka komponen i tu  termaktub dalam Bab V UU 25/2009.  Se luruh
komponen tersebut  wa j ib  d isusun,  d i tetapkan dan diterapkan sehingga
diketahui  o leh masyarakat  luas  yang mengakses  pelayanan.  Ber ikut  in i
komponen waj ib  standar  pelayanan yang harus  ada pada unit  pelayanan
publ ik :

1 .

Informasi  in i  harus  je las  dan terang terpubl ikas i  d i  hadapan pengguna
pelayanan.  Syarat  yang ditentukan set iap penyelenggara  pelayanan
tentu berbeda pada set iap instansi  dan set iap produk pelayanan.  Hal
yang per lu  d ipert imbangkan dalam menyusun persyaratan adalah
efekt iv i tas  dan ef is iensinya .  Art inya ,  indikator  in i  t idak mempersul i t
pengguna layanan namun juga segar is  dengan dasar  hukum yang ada .
Mela lu i  cara  in i ,  pengguna layanan memperoleh ke je lasan,  sementara
penyelenggara  layanan bisa  meminimal isas i  pen je lasan verbal  kepada
penggunanya.
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2. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR

Ini adalah salah satu indikator yang acapkali ditanyakan pengguna pelayanan.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur merupakan rangkaian proses pelayanan yang
disusun secara jelas dan pasti, yang berbentuk sebuah bagan dan secara tegas
menggambarkan tata cara yang harus ditempuh pengguna untuk memperoleh
layanan.

Selain itu, Bagan Alur harus sederhana, tidak berbelit, mudah dipahami, dan
dilaksanakan. Sebaiknya disusun dalam bentuk flow chart yang dipampang di
ruang layanan. Dengan pemenuhan unsur ini, pengguna pelayanan memperoleh
kepastian dan kejelasan alur layanan.

“ S I S T E M ,  M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R  A D A L A H  T A T A  C A R A
P E L A Y A N A N  Y A N G  D I B A K U K A N  B A G I  P E N E R I M A  P E L A Y A N A N .
P R O S E D U R  P E L A Y A N A N  M E R U P A K A N  P R O S E S  Y A N G  H A R U S

D I L A L U I  S E O R A N G  P E L A N G G A N  U N T U K  M E N D A P A T K A N
P E L A Y A N A N  Y A N G  D I P E R L U K A N  ”
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Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi  dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan,
yang mengandung tahapan kegiatan yang harus di lakukan atau di lalui
dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan. Sistem
penyelenggaraan pelayanan publik yang digunakan oleh Badan Karantina
Ikan,  Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil  Perikanan adalah sistem
manajemen mutu ISO 9001:  2015.  Mekanisme pelayanan mengacu pada
Standar Operasional  Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan di  masing –
masing unit  pelayanan dengan memperhatikan pedoman penyusunan
standar operasional  prosedur

C O N T O H  :  
S O P  Y A N G  D A P A T  D I A K S E S  O L E H  P E N G G U N A  L A Y A N A N  D E N G A N  C E P A T  D A N  M U D A H  
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Jenis pelayanan BKIPM Pangkalpinang sesuai  Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang
Pelayanan Publik di  Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri  Kelautan dan
Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 adalah Pelayanan
Administratif ,  Pelayanan Jasa Publik dan Pelayanan Barang Publik yang
terdiri  dari  :

1 .Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil  Perikanan
Ekspor dan Domestik Keluar,  meliputi :

a .SOP Penerbitan Health Certif icate For Fish And Fishery Products MP
dan HP Berbasis CKIB atau HACCP dan End Product Testing

b.SOP Penerbitan Health Certif icate For Fish And Fishery Products MP
dan HP Berbasis CKIB dan HACCP

c.SOP Penerbitan Health Certif icate For Fish And Fishery Products
Atau Sertif ikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Untuk
Pengeluaran Media Pembawa Berbasis End Product Testing

d.SOP Penerbitan Health Certif icate For Fish And Fishery Products
Atau Sertif ikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Untuk
Pengeluaran Media Pembawa Berbasis CKIB

e.SOP Penerbitan Health Certif icate For Fish And Fishery Products
Ekspor untuk Hasi l  Perikanan

2.  Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil  Perikanan Domestik Masuk,
meliputi :  SOP Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil  Perikanan
Domestik Masuk;
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3.  Penjaminan Kelayakan IKI  ( Instalasi  Karantina Ikan)  Mil ik
Pemerintah dan Badan Usaha ,  mel iput i :

a .  SOP Penerbitan Sert i f ikat  Insta las i  Karant ina  Ikan ( IKI ) ;

b .  SOP Perpanjangan Sert i f ikat  Insta las i  Karant ina  Ikan ( IKI ) ;

4.  Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/
Hazard Analysis  And Crit ical  Control  Point  (HACCP) ,  mel iputi :  SOP
Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/
Hazard Analysis  And Crit ical  Control  Point  (HACCP ) ;

5 .  Pelayanan Penguj ian Hama Penyakit  Ikan Karantina,  Mutu dan
Keamanan Hasi l  Perikanan  
a .  berbas is  manual
b .  berbas is  d ig i ta l  menggunakan apl ikas i  saol in

6.  Pelayanan Penerbitan HC Produk Perikanan Domestik  Berbasis
CKIB dengan Inovasi  Parsial  Reduksi  Waktu
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C O N T O H  :  
S O P  Y A N G  D A P A T  D I A K S E S  O L E H  P E N G G U N A  L A Y A N A N  D E N G A N  C E P A T  D A N  M U D A H  
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S O P  L E N G K A P  S E S U A I  J E N I S  L A Y A N A N  D A P A T  D I  S C A N  M E L A L U I  Q R  C O D E  D I  B A W A H  I N I
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3.  JANGKA WAKTU LAYANAN

Merupakan tenggat  waktu pemberian layanan o leh penyelenggara
layanan.  Kepast ian waktu,  je las  menjadi  ha l  pent ing yang per lu
diketahui  pengguna pelayanan.  Mela lu i  ke je lasan waktu pelayanan,
pengguna bisa  senant iasa  berada dalam kondis i  tenang dalam
menja lani  set iap tahap layanan yang di la lu i .  

Hindari  adagium “kalau bisa  diperlambat ,  kenapa
harus dipercepat?”

Slogan kami :  "Karantina bukan hanya sekedar
kewajiban,  tetapi  sudah menjadi  kebutuhan"

"KETULUSAN UNTUK TOTALITAS"   

Sudah saatnya penyelenggara  layanan memampang waktu layanan
bagi  pengguna layanan.  Dengan cara  i tu ,  kepast ian dan ke je lasan
layanan masyarakat  b isa  ter jamin.

Jangka waktu penyelesaian adalah waktu maksimal  yang diper lukan
untuk menyelesaikan se luruh proses  pelayanan dar i  set iap jenis
pelayanan.  Kemudian,  waktu-waktu yang diper lukan dalam set iap
proses  pelayanan (dar i  tahap awal  sampai  akhir )  d i jumlahkan untuk
mengetahui  keseluruhan waktu yang dibutuhkan.  Sa lah satu
pert imbangan dalam penentuan jangka waktu penyelesaian di
l ingkup BKIPM Pangkalpinang adalah dengan memperhat ikan
kemampuan internal  d iantaranya :  sarana,  pera latan,  fas i l i tas ,  dan
teknologi  yang digunakan,  beban atau volume peker jaan rata-rata ,
dukungan tenaga ker ja  ba ik  dar i  aspek kuant i tas  maupun aspek
kual i tas  yakni  dan t ingkat  kompetensinya atau keterampi lan
ker janya ,  kedis ip l inan,  tanggungjawab serta  pengalaman dalam
pemberian pelayanan se lama in i ,  dan harapan masyarakat .
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4.  BIAYA / TARIF

Pembiayaan jenis  layanan di  Badan Karant ina  Ikan Pengendal ian
Mutu dan Keamanan Hasi l  Per ikanan se la in  sebagian dibebankan
kepada pengguna jasa ,  beberapa diantaranya t idak dikenakan biaya .
Untuk b iaya/tar i f  yang dikenakan kepada pengguna jasa ,  mengacu
pada PP No.  85  Tahun 2021  tentang Tar i f  Pener imaan Negara  Bukan
Pa jak  d i  l ingkungan Kementer ian Kelautan Per ikanan.
Apabi la  d i  kemudian har i  terdapat  perubahan aturan tentang tar i f/
jasa  PNBP makan akan di lakukan amandemen/ revis i  pada standap
pelayanan in i  dan segera  d i informasikan kepada masyarakat/
pengguna layanan.

Besaran biaya  / tar i f  yang ber laku harus  dapat  d iakses  d iberbagai
media  informasi  ba ik  konsvensional  maupun e lektronik .  
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Sert i f ikat  Kesehatan Ikan dan Produk Per ikanan Domest ik  Keluar
Health  Cert i f icate  untuk Ekspor  baik  ikan hidup maupun non
hidup dan/ atau produk per ikanan,  
Sert i f ikat  Pelepasan Domest ik  Masuk  
Sert i f ikat  Insta las i  Karant ina  Ikan
Sert i f ikat  HACCP
Laporan Hasi l  U j i  Laborator ium

5 .  PRODUK PELAYANAN

Produk pelayanan adalah has i l  pe layanan yang diber ikan dan
diter ima sesuai  dengan ketentuan yang te lah ditetapkan.  Produk
pelayanan dar i  jenis  layanan yang diber ikan satuan ker ja  pusat
l ingkup BKIPM Pangkalpinang yang merupakan Unit  Pelaksana
Teknis  sesuai  tugas  dan fungsinya berupa pelayanan jasa  karant ina
ikan dan pengendal ian mutu has i l  per ikanan.  Adapun output  produk
yang diterbitkan adalah :

1 .
2 .

3 .
4 .
5 .
6 .
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INOVASI LAYANAN PUBLIK YANG DAPAT DIAKSES OLEH
MASYARAKAT 



6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pembuatan mekanisme pengelolaan pengaduan berupa penyediaan
kotak saran/kotak pengaduan, portal  pengaduan dalam website,  dan
penyediaan petugas penerima pengaduan. 

Dalam mekanisme pengaduan diinformasikan secara jelas nama
petugas,  nomor telepon, alamat email ,  dan alamat kantor yang dapat
dihubungi.  Prinsip dasar dalam pengelolaan sistem pengaduan yakni:
a.  Mengetahui kebenaran isi  standar pelayanan; 
b.  Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; 
c.  Mendapat perl indungan dan/atau pemenuhan pelayanan; 
d.  Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan
pelayanan; 
e.Memberitahukan kepada Penyelenggara untuk memperbaiki
pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan
standar pelayanan; 
f .Memberitahukan kepada petugas untuk memperbaiki  pelayanan
apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar
pelayanan; 
g.Melakukan perbaikan dan inovasi  pelayanan secara terus menerus
dan berkelanjutan berdasarkan pada saran,  masukan, dan pengaduan
dari  masyarakat.

Kepastian penanganan pengaduan di  BKIPM Pangkalpinang telah
diinformasikan secara luas dan di lakukan respon paling lama 50 ( l ima
puluh) menit j ika informasi yang diberikan lengkap dan jelas.

Media pengaduan selain tersebut di  atas dapat melalui  media WA
Official ,  Instagram, Twitter dan Chat online di  aplikasi  yang dibangun
oleh BKIPM Pangkalpinang berjudul SAOLIN
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Selain melalui  media di  atas,  pengaduan masyarakat juga terhubung
langsung ke aplikasi  LAPOR dan dapat di lakukan melalui  admin
penghubung aduan yang telah kami tunjuk melalui  Surat Keputusan



PELAYANAN
Maklumat
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PELAYANAN
Visi Misi

BKIPM Pangkalpinang
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Kuat Bagai  Batu SATAM. yang telah ditempa berjuta-juta tahun dan
semakin keras
Bermanfaat seperti  KAOLIN, cepat mengobati  luka dan dapat
mempertahankan warna

MOTTO 

Dalam pelaksanaan layanan, BKIPM Pangkalpinang menganut Fi losofi  
 "SAOLIN" (Sistematis,  Akuntabel,  Obyektif ,  Legitimate,  Inovatif)
dengan kepanjangan "SATAM KAOLIN".  Saatnya Tampil Memukau,
Obyektif ,  Legitimate dan Inovatif .

Filosofi  :

1 .

2.

SATAM KAOLIN merupakan layanan Periksa Tambak Udang melalui
KArantina Online dimana pengguna jasa pertambakan akan melakukan
Medical  Check Up kesehatan sesuai dengan kemampuan lab yang kami
mliki  tanpa harus datang ke kantor.

Meningkatkan responsivitas penyelenggara pelayanan terhadap
pengguna pelayanan
Meningkatkan kepuasan pengguna pelayanan
Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan secara menyeluruh

PUBLIKASI MAKLUMAT LAYANAN, VISI DAN MISI SERTA
MOTTO 

Dilakukan melalui  publikasi  konvensional  yaitu memajang di  Kantor/
ruang layanan dan informasi langsung pada saat melakukan sosial isasi
door to door serta fasi l itas umum. Sedangkan melalui  media sosial
di lakukan publikasi  melalui  Instagram, Website dan Twitter

Maklumat ini  berguna bagi pengguna pelayanan sebagai bentuk
perjanj ian sosial  antara penyelenggara dan pengguna pelayanan.
Kegunannya antara lain:

1 .

2.
3.
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PELAYANAN
Monitoring dan Evaluasi 

BKIPM |29.0
Official Account : @bkipm_pangkalpinang

BKIPM Pangkalpinang
Jl. Profesi No. 4, Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, 
Provinsi Bangka Belitung



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksana pelayanan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil
Perikanan terdiri  dari  pejabat dan/atau pegawai di  Satuan Kerja Pusat dan
Unit Pelaksana Teknis l ingkungan BKIPM PAngkalpinang yang bertugas
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan. Dalam
pemberian pelayanan, pelaksana layanan BKIPM Pangkalpinang memiliki
hak untuk memberikan pelayanan tanpa ada hambatan pihak lain yang
bukan tugasnya;  menolak permintaan pelayanan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan; dan melakukan pembelaan
terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai  dengan kenyataan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  Kewajiban yang diembankan
kepada pelaksana layanan antara lain adalah melakukan kegiatan
pelayanan sesuai dengan tugas yang ditetapkan; memberikan
pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; memenuhi panggilan untuk hadir
atas permintaan pejabat yang berwenang; memberikan
pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri  atau melepaskan
tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
melakukan evaluasi  dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada
penyelenggara secara berkala.  Evaluasi  kinerja pelaksana pelayanan
karantina ikan dan mutu hasi l  perikanan oleh satuan kerja pusat dan unit
pelaksana teknis l ingkup BKIPM Pangkalpinang di lakukan melalui
penilaian hasi l  penyelenggaraan pelayanan yang di laksanakan oleh
penyelenggara sendiri  bersama dengan pihak terkait  yang ditetapkan
berdasarkan kebi jakan pimpinan, atau oleh pihak lain atas permintaan
penyelenggara untuk mengetahui gambaran pelayanan dengan
menggunakan mekanisme penilaian tertentu.  
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SK Tim Pengelola Keterbukaan

Informasi Publik dan Pedomannya

untuk melakukan monitoring dan

evaluasi layanan publik berkala
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BKIPM Pangkalpinang melalui  t im yang bertugas untuk mengevaluasi
kinerja penerapan Standar Pelayanan BKIPM Pangkalpinang.  Kegiatan
evaluasi  di lakukan untuk mengetahui komitmen pelaksana layanan dalam
mendukung keberhasi lan pencapaian dan dampak pelayanan yang
diselenggarakan. J ika hasi l  evaluasi  menyatakan terdapat kekurangan
sesuai Standar Pelayanan BKIPM Pangkalpinang, maka BKIPM
Pangkalpinang harus menindaklanjuti  sehingga penerapan Standar
Pelayanan BKIPM Pangkalpinang dapat berjalan sesuai  ketentuan.
Pelaksanaan penilaian kinerja pelaksana layanan karantina ikan dan mutu
hasi l  perikanan di lakukan melalui  pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat ( IKM) sesuai  dengan Standar Pelayanan BKIPM Pangkalpinang.
Mekanisme pelaksanaan evaluasi  meliputi  :  a .  Waktu pelaksanaan evaluasi
di lakukan secara berkala oleh Tim Pelaksana Pelayanan Publik pal ing
lambat 1  tahun sekali ;  Metode evaluasi  dapat di lakukan dengan cara
membandingkan hasi l  evaluasi  dengan rumusan Standar Pelayanan untuk
memperoleh kesimpulan tentang keberhasi lan kinerja pelaksana
pelayanan; b.  Evaluasi  harus melibatkan para stakeholder,  khususnya
penerima layanan; c.  Hasi l  evaluasi  digunakan sebagai bahan masukan
dalam rangka penyempurnaan Standar Pelayanan BKIPM, sekaligus untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik.



Pelayanan publik adalah hak bagi semua orang dari  kalangan manapun.
Termasuk anggota masyarakat tertentu seperti  kelompok rentan.  Mereka
itu adalah penyandang disabil itas,  lanjut usia,  wanita hamil ,  anak-anak,
korban bencana alam, dan korban bencana sosial .  Akses layanan kepada
mereka harus dipermudah.

Caranya yakni dengan menyediakan sarana dan fasi l itas khusus untuk
mereka.  Misalnya penyediaan Interpreter Tuna Rungu, Kursi  Roda,  toi let
khusus,  ruang khusus anak dan ibu menyusui dan parkir khusus wanita.

Selain sarana dan fasi l itas khusus,  pelayanan bagi kelompok rentan juga
diberikan dengan perlakuan khusus yang berbeda dengan pengguna jasa
lainnya.
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Parkir Khusus Wanita

Ruang Laktasi Difable Track

Parkir Khusus difable



KETERLAMBATAN
PELAYANAN

Kompensasi 

SK KEPALA SKIPM PANGKALPINANG 

NO. B.21/29.0/0T.710/I/2022



Apa yang membedakan penyelenggara dan pengguna layanan secara kasat
mata? Jawabannya boleh jadi  seragam atau Kartu Identitas.  Dua
komponen ini  yang secara tegas membedakan penyelenggara dengan
pengguna pelayanan. Dengan mengenakan dua komponen itu,  pengguna
akan lebih mudah berinteraksi  dan berkomunikasi  dengan penyelenggara
terkait  layanan yang tersedia.

Pengenaan komponen tersebut juga bisa mencegah keberadaan penyusup
dan akan lebih menjamin keamanan pelayanan. Selain tentunya,
meningkatkan tanggung jawab pelaksana pelayanan dalam menyampaikan
kerja pelayanan kepada masyarakat.  Dengan mengenakan atribut ini ,
pelaksana tidak bisa bersikap di  luar kode etik pelayanan lantaran
mereka akan menjadi sorotan dan obyek pelaporan masyarakat yang
mengetahui nama dan jabatan pelaksana.
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JENIS LAYANAN : 

Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor End Product Testing

MANUFACTURING



JENIS LAYANAN : 

Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor End Product Testing

MANUFACTURING



JENIS LAYANAN : 

Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Masuk

MANUFACTURING



JENIS LAYANAN : 

Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Masuk

MANUFACTURING

serta memberikan himbauan terkait penolakan gratifikasi



JENIS LAYANAN : 

Penjaminan Kelayakan IKI (Instalasi Karantina Ikan)

MANUFACTURING



JENIS LAYANAN : 

Penjaminan Kelayakan IKI (Instalasi Karantina Ikan)

MANUFACTURING

serta memberikan himbauan terkait penolakan gratifikasi



JENIS LAYANAN : 

Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / HACCP

MANUFACTURING



JENIS LAYANAN : 

Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / HACCP

MANUFACTURING



JENIS LAYANAN : 

Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / HACCP

MANUFACTURING



JENIS LAYANAN : 

Pelayanan Pengujian Hama dan Penyakit Ikan Karantina Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

MANUFACTURING



JENIS LAYANAN : 

Pelayanan Pengujian Hama dan Penyakit Ikan Karantina Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

MANUFACTURING



KETULUSAN UNTUK TOTALITAS


